
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.167, 2018 KEMENDAG. Instansi Penerbit SKA. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

        NOMOR   25 TAHUN 2018  

TENTANG 

INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat 

Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi 

Penerbit Surat Keterangan Asal;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4775); 

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4054); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4759); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang 

Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5783); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 197); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Pengesahan Protocol On The Legal Framework To 

Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai 

Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single 

Window) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 99); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                  

13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 395); 
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15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal 

Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INSTANSI  

PENERBIT  SURAT  KETERANGAN  ASAL. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang 

selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang 

membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah 

memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of 

Origin of Indonesia).  

2. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disingkat             

e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA 

secara elektronik. 

3. Spesimen adalah dokumen yang memuat nama IPSKA, 

alamat IPSKA, nama Pejabat Penerbit SKA, asli tanda 

tangan Pejabat Penerbit SKA, dan asli stempel khusus 

IPSKA. 

4. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan 

dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan 

serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang 

telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara 
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atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA 

adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh 

Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. 

6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat 

KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 

7. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang 

dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan 

Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. 

8. Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA 

yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi 

kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan 

SKA. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 

11. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan. 

 

  Pasal 2 

(1) Instansi/badan/lembaga dapat menerbitkan SKA setelah 

ditetapkan sebagai IPSKA. 

(2) IPSKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Menteri. 

(3) Menteri memberikan mandat kewenangan penetapan 

IPSKA kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 3 

Administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA,  

selain dapat menerbitkan SKA juga dapat menerbitkan surat 
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